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ABSTRACT

A healthy lifestyle in Indonesia requires significant promotive and preventive efforts. Therefore, the President
in 2017 instructed the Healthy Living Community Movement , organizged simultaneously by cross-sectors.
In implementing the policy, it needs to be in line with the principles of Good Governance. The purpose of this
study was to analyze Transparency, Participation, Accountability, Effectiveness, and ~ Efficiency,
Responsiveness, Consensus. Method: Qualitative research with a narrative approach. Data collection by
interview and document review. 12 informants (6 main informants, 6 triangnlation informants) Results:
Analysis of the Principles of Good Governance in the Healthy Living Community Movement Policy has
been running but still not optimal problems and obstacles still exist in the process of implementing this policy.
Conclusion: The implementation of the Community Movement has been carried ont since the President's
instruction until now, but it still requires good support from all cross-sectors of both the Government and the
Community to support the success of the Healthy Living Community Movement Policy in
West Kutai Regency.

Keywords : Good Governance, community, healthy living

ABSTRAK

Pola hidup sehat di Indonesia memerlukan upaya promotif dan preventif yang signifikan.
Oleh karena itu, Presiden pada tahun 2017 menginstruksikan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat yang diselanggarakan serentak oleh lintas sector. Dalam pelaksaan kebijakannya perlu
bersandingan dengan prinsip — prinsip Good Governance. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Efektifiktas dan Efiseiensi,
Responsiveness, Konsensus. Metode : Penelitian Kualitatif dengan pendekatan naratif.
Pengumpulan data dengan wawancara dan dan telaah dokumen. Informan berjulan 12 orang
(6 Informan Utama, 6 informan Triangulasi) Hasil : Analisis dari Prinsip — prinsip Good
Governance dalam kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat telah berjalan tetapi masih
belum optimal masalah serta hambatan masih ada dalam proses implementasi kebijakan ini.
Kesimpulan : Implementasi Gerakan Masyarakat sudah dilaksanakan sejak penginstruksian
Presiden hingga sekarang, akan tetapi masth memerlukan dukungan baik dari seluruh lintas
sektor baik Pemerintah hingga Masyarakat untuk menunjang keberhasilan Kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kutai barat.

Kata kunci : Good Governance, Masyarakat, Hidup Sehat
diperkirakan bahwa kasus akan terus
meningkat secara global, terutama di

PENDAHULUAN

Kecacatan dan kematian yang
disebabkan oleh kasus Penyakit Tidak
Menular dapat menyebabkan
kehilangan sumber daya manusia dan
produktivitas, yang berpotensi
berdampak negative terhadap
pembangunan sosial dan ekonomi
(Indriyawati et al., 2019). Secara global,
Penyakit Tidak Menular berkontibusi
pada 70% kematian di seluruh dunia.

negara-negara menengan dan miskin.
Pada  tahun 2030,  Organisasi
Kesehatan Dunia memperkirakan akan
terjadi 52 juta kematian akibat penyakit
tidak menular (WHO, 2018). Hasil riset
Kesehatan Dasar 2018 (Riskesdas)
menunjukkan ~ bahwa  prevalensi
Penyakit Tidak Menular meningkat
dibandingkan dengan tahun 2013,
termasuk kanker, stroke, penyakit
ginjal kronis, diabetes dan hipertensi.
Prevalensi kanker meningkat dari 1,4%
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menjadi  1,8%, sedangkan tingkat
sttoke meningkat dari 7% menjadi
10,9%. Penyakit ginjal kronis juga
mengalami  peningkatan dari 2%
menjadi 3,8%. Selain itu, hasil tes gula
darah  menunjukan  peningkatan
prevalensi diabetes dari 6,9% menjadi
8,5%, dan hasil pengukuran tekanan
darah  menunjukan  peningkatan
prevalensi dari 25,8% menjadi 34,1%
(Kementerian Kesehatan ~Republik
Indonesia, 2018a). Pada tingkat
Provinsi menurut Laporan Riskedas
Kalimantan Timur Penyakit tidak
menular pada asma memiliki 3,98%,
Diabetes Melitus 2,26%, Hipertensi
10,57%, Penyakit sendi  8,12%.
Penyakit tidak menular pada tingkat
Kabupaten Kutai Barat asma 5,52%,
Diabetes Melitus 1,34%, Hipertensi

11,33%, Penyakit Sendi

10,64% (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2018b).
Pemerintah telah melakukan

implementasi  Upaya  pencegahan
penyakit  tidak menular  melalui
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
sebagaiaman  diinstruksikan  oleh
Presiden Republik Indonesia pada
tahun 2017 dengan menetapkan
indikator 1. Meningkatkan aktivitas
fisik 2. Meningkatkan perilaku sehat 3.
Menyediakan  pangan sehat dan
memperbaiki status gizi 4.
Meningkatkan pencegahan penyakit
dengan deteksi dini 5. Meningkatkan
kualitas lingkungan 6. Meningkatkan
Pendidikan  untuk  hidup  sechat.
Instruksi Presiden tersebut
mengarahkan semua instansi
pemerintah dari tingkat pusat maupun
daerah untuk mengembangkan
kebijakan dan melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan yang ada
(Indonesia, 2017).

Dalam pelaksanaan kebijakan
GERMAS, pemerintah memiliki peran
penting  sebagai  pengawas  dan
pengevaluasi kebijakan. Good
governance menjadi konsep penting
dalam implementasi kebijakan
GERMAS, di mana tata Kelola
menckankan prinsip pengelolaan yang
baik dalam pengambilan keputusan
dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Keijakan ~ GERMAS  menerapkan
pendekatan yang komperhensif untuk
mendorong  gaya  hidup  schat,

melibatkan program berbasis
masyarakat,  promosi  Kesehatan
dengan focus yang lebih besar pada
pencegahan dan perawatan primer.

Dalam hal ini,  pemantauan
infrastruktur dan tenaga Keschatan,
serta mekanisme pelaporan

akuntabilitas harus dijaga (Magnusson
& Patterson, 2014).

Good  governance memiliki  peran
penting dalam memajukan kebijakan
yang berkelanjutan dengan
menerapkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, efektivitas
efisiensi, dan responsif (Andi, 2021).
Selain itu, Good governance juga berperan
dalam melindungi kepentingan publik
dan pemangku kepentingan dalam
manajemen, serta memastikan bahwa
suatu kebijakan atau layanan dapat
mencapal tujuannya secara optimal
(Jaziri et al., 2018).

Konsep Good governance menjadi hal
penting dalam pelaksanaan kebijakan
GERMAS, di mana tata Kelola
menekan prinsip manajemen yang baik
dalam pengambilan keputusan dan
implementasi kebijakan. Pendekatan
yang komperhensif dalam kebijakan
GERMAS bertujuan mendorong gaya
hidup sehat melalui program berbasis
masyarakat, promosi Kesehatan. Hal
ini melibatkan pemantauan
infrastruktur dan tenaga Kesehatan,
serta mekanisme pelaporan  dan
akuntabilitas yang efektif(Juiz, C.,
Guerrero, 2014).

Transparansi salah satu aspek dari
prinsip good governace yang memfasilitasi
akses masyarakat terhadap informasi
dengan tepat dan tanpa Batasan yang
memadai (McCollum et al., 2018).
Efektivitas dari pemerintahan harus
selalu dievaluasi untuk memastikan
bahwa responsivitas terhadap
masyarakat dijalankan tanpa hambatan.
Oleh  karena  itu,  pemerintah
bertanggung jawab sepenuhnya atas
setiap keputusan yang diambil (Sagan,

2021).
Dalam sektor Kesehatan, Good
governance menuntuk dinas

Kesehatan memainkan peran penting
sebagai pemberi advokasi-regulasi dan
pembinaan  dalam  mewujudkan
Kawasan sehat. Selain itu, dinas
Kesehatan juga harus aktif dalam
membentuk kemitraan dan melibatkan
masyarakat, serta menginisiasi



kampanye Gerakan hidup sehat
dengan memberikan edukasi kepada
masyarakat, dan memastikan
penyediaan fasilitas pelayanan deteksi
dini  penyakit  yang  bermutu
(Kementerian Sekretariat Negara RI,
2017).

Dalam  implementasi  kebijakan
GERMAS di Kutai barat, terdapat
permasalaah  terkait prinsip  good
governance  yang  berkaitan dengan

akuntabilitas berdasarkan studi
pendahuluan yang dilakukan peneliti
puskesmas menyatakan dalam

pemenuhan  pencapaian  indikator
GERMAS pelaksanaan  kegiatan
banyak  dilakukan  oleh  pihak
puskesmas yang terlibat langsung
dengan masyarakat serta kurangnya
kendali dari dinas Kesehatan terkait
pelaksanaan GERMAS. Permasalaah
pada good governance terdapat pada
prinsip partisipasi, dimana puskesmas
memainkan peran penting dalam tugas
fungsional tidak terlibat dalam evaluasi
forum  GERMAS hanya struktur
perangkat daerah yang tergabung
dalam forum. Pada tingkat masyarakat
partisipasi dalam masih lemah dilihat
dari tingkat keaktifan ~masyarakat
mengikuti  kegiatan ~ pemenuhan
indikator. Selanjutnya belum
diterapkan kawasan tanpa asap rokok
terutama pada fasilitas pelayanan
publik.  Dinas Kesehatan sedang
berupaya menerapkan prinsip — prinsip
good governance dalam implementasi
kebijakan GERMAS, dengan harapan
dapat memperkuat nilai-nilai yang
diinginkan dalam Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat dan memberikan aspek
fungsional yang efektif dan efisien pada
instansi pemerintah terkait. Dengan
demikian, diharapkan kebijakan yang
telah ditetapkan akan memiliki dampak
positif yang signifikan (Cahyani et al.,
2020).

Penelitian  ini  dilakukan  untuk
mengetahui  bagaimana prinsip —
prinsip Good governance dalam kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di
Kabupaten Kutai Barat berjalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan pendekatan naratif
yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

Lokasi penelitian meliputi
Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat,
Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah
(BAPEDDA), Pemerintah Kecamatan
Linggang Bigung, Pemerintah
Kecamatan Linggang Damai,
Puskesmas Linggang Bigung,
Puskesmas Linggang Damai. Data
dikumpulkan ~ menggunakan  dua
metode yaitu wawancara dan telaah
dokumen pada periode akhir tahun
2021 hingga pertengahan tahun 2022.
Lokasi penelitian berada di Kabupaten
Kutai barat, terutama di Sekretariat
Pemerintahan Kabupaten Kutai barat
dan dua kecamatan, yaitu kecamatan
Linggang Bigung dan kecamatan
Damai Kota. Teknis analisis data
menggunakan content analysis
meliputi pengumpulan data, analisis
datam reduksi data, verifikasi data,
kemudian penarikan kesimpulan.

‘Informan penelitian ini terdiri dari
Informan utama dan Informan
Triangulasi. Informan utama
berjumlah 6 orang yang terdiri dari
Sekretaris ~ Daerah,  Assiten 1
Pemerintah, Kepala bagian
Kesejahteraan Rakyat, BAPEDDA,
Kepala Dinas Kesehatan, Kasie.
Promosi Dinas Kesehatan. Sedangkan
informan triangulasi berjumalh 6 orang
terdiri dari Kepala Kecamatan Damai
Kota, Kasie. Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan Damai Kota,
Kepala Puskesmas kecamatan Damai,
Kepala Kecamatan Linggang Bigung,
Kasie. Pendidikan dan  Sekolah
Lingeang Bigung, Kepala Puskesmas

Linggang Bigung.
HASIL

Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini
adalah Transparansi, Partisipasi,
akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi,
Responsiveness, Konsesus.



Transparansi

Transparansi dalam Kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup sehat meliputi Transparansi
Sumber data, Informasi kegiatan, Akses
informasi. Hasil wawancara dengan informan
menyatakan
“..Menurut saya yaa untuk media kita ini mudabh
diakses walaupun untufk internet sering blank  tetapi
tetap semma warga kita bisa mengikuti melalui media
elektronif, dan media cetak..”’

“...kita secara untuk media cetak ada spandufk, balibo
untuk secara media sosial kita biasanya di Facebook,
Radio talkshow secara live, dan kedepannya kita punya
rencananya SMS massal

misalnya tentang penanganan lansia rencananya akan
kami kirim ke 1000 orang semoga rencana ini dapat
diterima positif oleh masyarakat karena kami akan
bekerjasama dengan Telkomsel...”

“... Untuk kecamatan kita ini gak begitu sulit ya
Secara media yang kami gunakan seperti biasa media
cetak brosur, poster dan lain-lain. Untuk media sosial
masyarakat kecamatan bignng ini tidak begitu susab
masyarakatnya sudah dapat mengakses facebook, jadi

kita dapat memberikan sosialisai juga dari situ...”

Dalam proses penyampaian informasi kepada
masyarakat masih mengalami beberapa kendala
sehingga belum dapat menyeluruh

“...Secara Media kami selalu menyediakan media
cetak adanya spanduk atan poster yang berkaitan
dengan GERMAS' tetapi kami terkadang terkendala
anggaran sehingga kami juga menggunakan media sosial
Sfacebook  tetapi  beberapa  kampung di - kecamatan
Damai ini yang masibh kesulitan dalam akses sinyal
internet...”

Didapati forum GERMAS pernah terlaksana
tetapi semenjak pandemi Forum Germas tidak
dijalankan untuk saat ini, Hasil wawancara :
“...barus diaktifkan kembali fornm GERMAS agar
dapat melihat sejanb apa konsistensi program yang
dijalankan mengingat forum ini sempat vakum...”
“...Kita memang pada saat ini berfokus pada Pandemi
sehingga Forum GERMAS' dimana kita dapat saling
berdiskusi antar satu instansi dengan instansi lain
terhambat  dengan  seiring  berjalannya  waktn
terlupakan. Harapannya — dapat  segera  kembali
membuka forum GERNLAS karena kita peraturan —
peraturan  sudab  ada  tapi  terbalang  dalam
pelaksanaanya sehingga bentuk dari partisipasi OPD
lain terbalang...”

Partisipasi

Partisipasi dalam menyusun fokus
program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
dilakukan dinas Kesehatan dengan tim promosi
Keschatan dan pihak puskesmas dengan
dilakukan  pengambilan  data = Kesehatan
masyarakat, hasil wawancara didapatkan :

“...ini bagian saya dan tim prombkes karena kami yang
memegang GERNMAS biasanya kami mennmpnlkan
data terlebih dabuln mengenai kesehatan dimasyarakat
kita, data ini kami ambil dari puskesmas — puskesmas
kutai barat dan diketabui stunting ini menjadi PR
penting  kami  dek..  Ralan  melibat  indikator
GERMAS ya stunting ini masuk dalam npaya
peningkatan gigi, setelah fami tabu babwa stunting
masih menjadi momok  dimasyarakat kubar kami
melibat lagi visi misi dari pak Yapan ternyata cocok
dan pas dengan data kesehatan dimasyarakat kita.
Sehingga sekarang saya dan tim promkes selain
menghadapi - pandemi  masib  berfokus pada  lokus
stunting karena ini merupakan bagian turunan dari
GERMAS...”

Pada partisipasi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terlihat pada pemenuhan
indikator GERMAS  seperti melaksankan
aktivitas fisik, wilayah KTR di kantor, pangan
sehat belum sampai pada perumusan kegiatan
GERMAS.

“...indikator GERMAS inikan cukup banyak ya
dan  semua memang sudah dijalankan oleh  dinas
kesehatan ataupun DPNIK fetapi yang menjadi fokus
menurut saya ya peningkatan gigi karena sesuai dengan
visi misi bapak Bupati kita, makanya saya itn selalu
menegaskan  falan ada  pertemuan  kita  harus
memperbatikan gizi anak-anak kita salab satn sumber
untuk  mencegah  stunting  dan  kami  juga
menyekolabkan anak — anak ini supaya bisa nanti
bersaing dengan kabupaten lain...”

“...5aya ingat sekali ketifka masibh sering aktif
GERMAS awal disitu ada larangan merokok hingga
dikantor juga jadi dilarang merokok, dari situ juga saya
berbasil berbenti dek, selain itu kami bagian kesra juga
menghimban tidak ada merokok di rumalh ibadat dan
kami juga mendukung kegiatan olahraga pemnda di
kutai barat...”

PKK Kabupaten merupakan OPD yang

paling aktif dalam membentuk kegiatan



GERMAS dengan membentuk senam bersama
atau kegiatan lomba sehat, selanjutnya PKIK
juga menghimbau pertemuan kedinasan untuk
menyediakan konsumsi pangan sehat.

“...kami sangat mendukung upaya GERNMAS salah
Satunya indikator aktivitas fisik, itukan peregangan
tiap 1 jam selama 10 menit karena kamikan
bekerjanya dudnk ya dan badan kaku, ini diterapkan
oleh selurub instansi. Duln sebelum ada pandemi dek
kami rajin senam bareng entab didepan kantor bupati
itn pasti ada, untuk sekarang ya terhenti fetapi
menggunakan masker ini juga bentuk dukungan kami
dalam GERMAS, selain itu ibu bupati sebagai ibu
DRk kutai  barat itn  banyak dek  memberikan
dnkungan baik dengan adanya senam bersama ataupun
kegiatan yang nanti  himbanannya mkan makan
matkanan sehat seperti pisang rebus, ubi — ubian yang
akbirnya menjafi suatu kebiasaan untuk kami setiap
ada pertemnan...

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat meliputi tanggung
jawab lintas sektor terkait tugas dan
wewenangnya dalam menyukseskan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat, hasil wawancara
didapatkan :

“... GERMAS ini ada INPRESnya.. langsung dari
instruksi Presiden.. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
sangat amat mendukung dan siap melaksanakan
kebijakan programmnya tetapi tetap harus mengevaluasi
kegiatan yang ada pada tiap OPD terkait...”

“...Secara tanggungawab baik dari petugas di Dinas
Kesebatan sampai petugas lapangan di puskesmas dan
pustu berjalan dengan amat baik dan melaksanakan
setiap  tugasnya  untuk  menynkseskan GERMAS

mai...

Secara menyeluruh Kabupaten Kutai
Barat telah menjalankan kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat baik dari Pusat Daerah
hingga tingkat Kecamatan, tetapi memerlukan
evaluasi capaian keberhasilan kegiatan atau
program, hasil wawancara menyatakan :
“.Salah satn fkekurangan kita tidak menguknr
keberbasilan program yang diterapkan mungkin yang
sudab mengnkur Program — program mereka adalah
Dinas Kesehatan...”
“...Kalau dari segi kebijakan sebenarnya telah sesuai,
tapi kita tidak pernah ada evalnasi yang secara
menyelurub tentang OPD melakukan kegiatan apa

saja dan tingkat keberbasilannya seperti apa itu belum
Sampai...”

“... Kalan dari kami Dinas kesebatan yad ek sudah
ternkur, karena tiap petugas kita di lapangan ini punya
tugasnya masing — masing sesuai dengan indikator yang
ada. Tetapi kalan kita babas kepada Indikator dari
OPD terkait jawabannya belum. Kita tidak punya
instrument untuk mengetabui OPD mana saja yang
sudab menjalankan program turunan GERMAS...”

Efektivitas dan efisiensi

Efektifitas dan efisiensi dalam kebijakan

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi
Sumber daya salah satunya sumber daya
anggaran dan manusia hasil wawancara dengan
informan didapatkan :
“..Terkait anggaran GERMAS ini berkaitan
dengan SIPD dan dapat diakses secara umum dan
dibebankan pada APBD, dan selurub anggaran
GERMAS tabun ini kita fokuskan ke covid-19..."
“...Untuk  mendnkung ~ SDM  kita  barus
meningkatkan Standar — standar kompetensi petugas
kita  seperti  peningkatan  pengetabuan  dengan
pelaksanaan pelatihan...”

Selain Sumberdaya Manusia dalam Sarana dan
Prasarana mendukung dalam prinsip efektivitas
dan efisiensi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
Hasil wawancara :

“...Sarana dan prasarana salah satunya ini kita
punya mobil khusus GERNMAS, lalu didepan ini
dapat dilihat tempat untuk mencuci tangan pada masa
pandenri ini juga bagian dari upaya GERMAS...”
“...Kemaren waktn masa awal — awal pandemi mobil
i kita  gunakan  berkeliling  kecamatan
mempromosikan Tindakan awal pencegaban penularan
Covid-19. Selanjutnya tiap kantor memiliki banyak
tempat untuk mencuci tangan...”

“...Salah satn sarana  prasarana  pelaksanaan
GERMAS itu Alun — Alun ITHO karena _jujur
kegiatan masyarakat di Alun — alun ini banyak
remaja Sampai anak — anak bisa mengembangkan
potensi olabraga mereka paling sering itu  senam
bersama, atan jogging disekitar area Pembkab atanpun
berolabraga menggunakan sepeda, ini adalah bentuk
sarana  dan  prasarana yang  disediakan  oleh
Pemerintah...”

Sarana dan prasarana pada beberapa daerah
mengalami sedikit hambatan dalam beroperasi,
hasil wawancara didapatkan :

“...Pustu ini merupakan sarana untuk masyarakat

apalagi yang aksesnya janh memang telah ada disetiap



kampung. tetapi petugas kesehatan pada pustu ini
sangatlah kurang mengingat beberapa jalan untuk
kesetiap kampung mempunyai medan yang berbeda —
beda ada yang jalannya rusak parah dikarenakan
banyak truck sawit lewat..”

Responsif

Responsif dalam kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat meliputi aspirasi
masyarakat dan diketahui baik dari pemerintah
daerah hingga tingkat puskesmas menerima
dengan sangat baik saran dan kritik, tetapi
selama berjalannya program GERMAS belum
ada keluhan yang masuk.

“...Untuk keluban dan saran kami sangat amat
terbuka baik ini disampaikan lewat forum atan kotak
yang sudah disediakan didepan pada web khusus. tetapi
Sejanb ini tidak ada keluban ataupun saran dalam
program GERMAS...”

“...Keluban biasanya akan langsung disampaikan
masyarakat pada saat sosialisasi bila dapat kita
Iuruskan kesalabpabaman yang ada akan langsung
diselesaikan...”

Kondisi Culture, ekonomi, masyarakat juga

harus  diperhatikan oleh petugas dalam
sosialisasi ~ program  turunan  Gerakan
Masyarakat Hidup dan hasil wawancara
didapatkan :

“...Melibat tingkat kehidupan masyarakat sangat
mempengaruhi tingkat kesehatan, untuk masyarakat
yang  punya  kesadaran  cnkup  tinggi  tentang
lingkungannya maka biasanya tingkat kesehatan
mereka juga cukup baik tetapi, ada juga masyarakat
kita yang cukup lemabh dalam kesadaran kesehatan
Secara lingkungannya mungkin fokus mereka lebih
pada pemennban kebutuban hidup sehari — hari...”

“...Kultur budaya kita ini cukup kuat sehingga periu
pemahaman satu arah. Pemahaman yang dimaksud ini
kita dapat memberikan pengertian dampak positif dari
program dengan bahasa daerab sangat berguna dan
mudah dimengerts, rasa keakrabannya itu ada...”

Konsensus

Konsensus dalam kebijakan Gerakan
masyarakat Hidup Sehat  dukungan dari

stakeholder dalam  menyukseskan kebijakan
program  Pemerintah, Hasil =~ wawancara
didapatkan :

“...Kampanye GERMAS ini juga dilakukan
DPRD jadi ada waktunya mereka harus hiring
mungkin dengan Dinas Kesehatan. Seharusnya setiap
dinas yang punya program yang mungkin terkait
GERMAS bisa memberikan keluhan — kelubannya
pada para anggota dewan anggarannya kecil atan
bagaimana, tetapi sejaub ini memang belum ada...”

“...Sektor swasta banyak membantu baik dari Perusabaan
hingga pada Bank — Bank yang ada di Kutai Barat salah
satunya kemaren waktn awal — awal Covid-19 masuk kita
dibantu dalam hal persiapan deksinfektan, masker dan
kebutuban - kebutuban lainnya. ..”

Untuk menghindari penyalahgunaan dalam
program-program kebijakan Gerakan
Masyarakat ~ Hidup  Sehat.  Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat mendukung pemberian
sanksi. Hasil wawancara sebagai berikut

“...Untuk tupoksi sebenarnya sudabh jelas. Untuk
sanksi pada kecurangan kepegawaian itu perln adanya
evalnasi kita dapat memangil Kepala Dinas teknis
kenapa program A atan B tidak dapat berjalan
kendalanya apa ? sedangkan program GERMAS
inikan  adalah  Intruksi  Presiden  harus — dapat
melaksanakannya dengan kondisi apapun...”

“...Untuk mengawasan sudabh langsung diawasi oleh
mekanisme pengawasan Pemerintah Kutai Barat. Kita
ada Audit eksternal Inspektorat andit internal BPK
dilnar itn pengawasan setiap OPD identifikasi resiko,
sehari — hari kita bekerja juga harus menbangun
kultur yang baik dan nyaman...”

PEMBAHASAN
Transparansi

Pemerintah Daerah Kutai barat telah
berhasil menerapkan prinsip transparansi
dalam menyediakan informasi terkait
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, hingga
tingkat kecamatan. Media cetak dan
elektronik dimanfaatkan dengan baik,
menyajikan informasi yang edukatif dan
menarik dengan menggunakan Bahasa,
gambar, dan warna yang menarik. Sejalan
dengan penelitian sebelumnya,
penggunaan media dan kreativitas yang
beragam dalam kampanye kesehatan
ternyata lebih menarik minat masyarakat
(Nadhirah & Wirasari, 2020). Dengan
adanya pemanfaat media cetak seperti



poster, brosur, dan leaflet membantu
mempermudah masyarakat dalam
membaca informasi kapan pun dan
dimanapun penelitian sebelumnya
menunjukan bahwa media cetak promosi
kesehatan ~ memberikan  kemudahaan
dalam penyampaian informasi (Manalu et
al., 2020)

Namun, dalam wawancara peneliti
dengan informan menemukan bahwa
adanya beberapa hambatan  terkait
penggunaan media cetak dalam upaya
memberikan informasi terkait gerakan
masyarakat hidup sehat, hambatan ini
terkait keterbatasan anggaran yang ada
dalam menyediakan media cetak. Sebagai
alternatif, puskesmas beralih
menggunakan media sosial sebagai
pemberian informasi sejalan dengan ini
penelitian lain menyebutkan salah satu
faktor yang tidak dimiliki semua
puskesmas  adalah  belum  adanya
peraturan yang menetapkan standar
anggaran  minimal untuk  kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan promosi
Kesehatan (Paramita et al., 2018).

Pemberian informasi secara tidak
langsung melalui media sosial
meringankan pemerintah terutama adanya
pembatasan dalam bertemu di era
pandemic ini. Akan tetapi peneliti
mendapat penggunaan media sosial
sebagai informasi di Kutai barat masih
belum dapat berjalan optimal dikarenakan
akses internet yang belum memadai.
Sekitar 80 kampung masih berada dititik
buta sinyal internet. sejalan dengan
penelitian sebelumnya yang mendapati
kekurangan penggunaan media sosial
dikarenakan adanya kesulitan pada signal
internet menyebabkan pengjangkauan
audiens menjadi pasif, dan menyebabkan
beberapa  informasi  tidak  akurat
(Maydianasari & Ratnaningsih, 2021).

Kegiatan informasi antara  dinas
Kesehatan dan  puskesmasa dalam
kebijakan Gerakan masyarakat hidup
sehat berjalan lancar, akan tetapi kegiatan
komunikasi antar lintas sektor dalam
perumusan kebijakan Gerakan masyarakat
hidup sehat di Kutai barat masih belum
berjalan dengan optimal, diketahui forum
Gerakan masyarakat hidup sehat yang
merupakan forum diskusi hanya pernah

dilakukan satu kali saat pertama kali
ditetapkan, selanjutnya pun forum tidak
aktif hingga memasuki pandemi, dengan
ini komunikasi antar lintas sektor dan
program di Kutai barat masih harus
dibenahi sehingga kebijakan Gerakan
masyarakat hidup sehat berjalan sesuai
dengan aturan yang ditetapkan. Sejalan
dengan penelitian sebelumnya yang
menyatakan bahwa komunikasi
pemerintah berperan sebagai penghubung
structural kinerja antar organisasi (Gustian
et al,, 2019).

Partisipasi

Prinsip partisipasi memastikan
suatu usaha kebijakan dijalankan semua
sektor dan dapat menciptakan budaya
partisipasi organisasi (Wajdy et al,
2023). Partisipasi dalam penyusunan
program gerakan masyarakat hidup
schat  yang  ditemukan  peneliti
melibatkan kerjasama antara dinas
kesehatan dengan stakebolder dalam
menyusun program gerakan masyarakat
hidup sehat yang menjadi fokus utama
daerah. Tahapan pelaksanaan advokasi
yang dilakukan dinas kesehatan dan
puskesmas dimulai dengan penjajajkan
isu masalah, dilanjutkan pengumpulan
data primer dan sekunduer serta
dilakukan  pengkajian. Kebijakan
gerakan masyarakat di Kutai barat
mengadopsi strategi kegiatan provinsi
kalimantan timur yang berfokus pada
peningkatan indikator. Selain itu, visi-
misi Bupati Kutai barat sejalan dengan
salah satu indikator gerakan masyarat
schat yaitu percepatan perbaikan gizi.
Penelitian  sebelumnya menunjukan
bahwa keterlibatan para pemimpin
dalam pengambilan keputusan advokasi
kesehatan ~ berpengaruh  terhadap
pelaksanaan kegiatan dengan adanya
kemudahan sarana, tenaga, anggaran,
partisipasi masyarakat dan upaya lainnya
(Khumairah et al., 2022).

Partisipasi perangkat daerah
dalam implementasi Gerakan
masyarakat hidup sehat di Kutai barat
terlihat pada pelaksaan pemenuhan



indikator gerakan masyarakat sehat
dimana dalam penelitian ini diketahui
perangkat daerah menerapkan
himbauan — himbauan GERMAS yang
diberikan, adanya penerapan
peregangan  tubuh  saat  bekerja,
himbauan penyediaan buah dan sayur
sebagai  pangan  sehat  saatrapat
koordinasi  berlangsung, selanjutnya
pemerintah Kutai barat diketahui telah
menetapkan area tanpa asap rokok baik
di area pemerintahan daerah hingga area
kecamatan dan fasilitas pelayanan publik
lainnya. Dengan adanya partisipasi dan
dukungan dari perangkat daerah dalam
penetapan indikator gerakan masyarakat
hidup sehat ini dapat menjadi budaya
kebiasaan pegawai yang nantinya
terbawa hingga pada lingkungan
keluarga dan sekitarnya. Sejalan dengan
penelitian yang menyebutkan penerapan
seperti kawasan tanpa asap rokok pada
kantor—kantor, terutama pelayanan
publik  dimana  masyarakat yang
berkunjung dalam berbagai macam
rentang usia dan kemungkinan rentan
terhadap pengaruh asap rokok, sehingga
perilaku merokok didalam ruangan
pelayanan masyarakat harus dibatasi
(Noviyanti et al., 2021).

Akuntabilitas

Prinsip  akuntabilitas ~ memastikan
pemerintah bertanggung jawab atas tugas
dan wewenang yang diberikan berjalan
sesuai dengan aturan yang diberlakukan.
Dalam penelitian ini diketahui Kebijakan
Gerakan masyarakat hidup sehat di Kutai
barat telah berjalan dan memiliki
peraturan yang tertuang dalam PERBUP
Nomor 24 tahun 2018 tentang Gerakan
masayrakat hidup sehat. Akan tetapi
dalam  proses pelaksanaanya hanya
dijalankan  oleh beberapa perangkat
daerah dan stakeholder. Dinas Kesehatan
dan puskesmas menunjukan kolaborasi
yang  efektif dalam  melaksanakan
pencatatan dan pelaporan terkait Gerakan
masayarakat hidup sehat. Berdasarkan
laporan kinerja Kesehatan masyarakat
secara nasional tahun 2021 Provinsi
Kalimantan timur mencapai 68% dengan
Kutai barat berapa pada urutan kelima

dari tujuh kabupaten(Departemen
Kesehatan, 2022). Meskipun Kutai barat
dinilai efektif namun masih memerlukan
komitmen dan koordinasi terutama pada
lintas sektor sebagai mitra kebijakan,
sebagaimana  penelitian  sebelumya
mendapati koordinasi organisasi
perangkat daera memastikan adanya
pemahaman peran terkait pelaksanaan,
dan pencapaian target serta memudahkan
proses monitoring dan pengawasan
pemenuhan kriteria(Pramudita, Renata
Winna. Megawati, 2023).

Terkait dengan akuntabilitas perangkat

daerah sebagai lintas sector kebijkan
Gerakan masyarakat hidup sehat Peneliti
mendapati bahwa lintas sektor tidak
terlibat secara aktif dalam  proses
administratif GERMAS yang diatur
PERBUP nomor 24 tahun 2018, dengan
alasan kurangnya pemahaman terhadap
peran mereka dalam  implementasi
kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan
audit  kinerja untuk  meningkatkan
akuntabilitas melalui identifikasi masalah,
mengidentifikasi potensi ketidakefisienan,

mengevaluasi  system  pengendalian
internal, membangun saluran komunikasi
antara manajemen dan tingkat
operasional, serta melaporkan setiap
ketidakefisienan yang
ditemukan(Maranjaya, 2022)

Pelaksanaan monitoring kinetja

perangkat daerah dalam GERMAS masih
belum menyeluruh dikarenakan tidak
semua perangkat daerah membuat
rencana aksi terkait GERMAS, dengan
kondisi ini Dinas kesehatan mengalami
kesulitan untuk memonitor kemajuan
capaian secara berkala dan juga tidak
dibuatnya instrumen baku sebagai alat
ukur pada perangkat daerah Sebuah
penelitian mengemukakan
berpengaruhnya pencapaian kinerja yang
dengan tingkat keputusan subunit dalam
pelaksanaan kebijakan didukung dengan
adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) (Rahmadani et al., 2021)

Efektifitas dan efisiensi
Efektifitas dan efisiensi meliputi

pemanfaatan ~ Sumber daya, peneliti
mendapati adanya pemanfaatan sumber



daya anggaran dan manusia sampai sarana
dan prasarana. Berdasarkan wawancara
pemerintah daerah memberikan
pembinaan  pada  petugas  sebagai
implementor ~GERMAS  harapannya
pengetahuan akan pembaharuan
kesehatan mengalami perkembangan.

Sumber daya penganggaran pembiayaan
kegiatan GERMAS tercantum dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kutai barat tahun 2021. Dinas
kesehatan ~ berupaya  mengefektifkan
pemanfaatan sumber daya anggaran untuk
menunjang sumber daya manusia, terlihat
dengan adanya optimalisasi pembinaan
pada petugas promosi kesehatan pada
puskesmas di Kutai barat. Pengelolaan
sumber daya anggaran yang tepat
berpengaruh  signifikan terhadap
perencanaan suatu program kegiatan
sehingga efektivitas sumber daya manusia
kinerja berjalan dengan baik(Anandah,
Nina Anggaini. Aufa, 2023). Dengan ini
pemerintah menunjukan upaya
mendukung isu kompetensi petugas
dalam implementasi kebijakan kesehatan.
Penelitian sebelumnya mengungkapkan
bahwa SDM menjadi modal utama dan
faktor pendukung dalam membantu
meningkatkan dan memelihara mutu
pelayanan kesehatan sedangkan
komitmen pemerintah harus mampu
bekerja sama(Nopiani, 2019).

teori  good  governance sarana harus
mempertimbangkan luas lingkup
kebijakan sehingga dapat memastikan
adanya kesamaan, kesempatan, dan
kesetaraan(Feisal, 2003). peneliti
mendapati  sarana  dan  prasarana
penunjang kebijakan Gerakan masyarakat
hidup sehat di Kutai barat adanya
penyediaan fasilitas umum yang digunkan
sebagal tempat pemberdayaan masyarakat
yaitu Alun — alun itho, selanjutnya
disediakan tempat mencuci tangan pada
setiap instansi perkantoran, disediakannya
mobil GERMAS, selanjutnya
pembangunan puskesmas pembantu telah
disediakan pada kampung — kampung.
Pemanfaatan sarana dan prasarana yang
ada di Kutai barat berjalan dengan baik
mulai dari penyediaan dan pengembangan
fasilitas ~ umum  yang  melibatkan
masyarakat dalam pemenuhan indikator,

inovasi sarana promosi GERMAS yang
tidak hanya menggunakan media cetak
atau media sosial, tetapi kendaraan yang
dapat menjangkau kampung yang cukup
jauh. Pada fasilitas kesehatan di beberapa
kampung terpencil yang memilki akses
jalur kendaraan cukup sulit tersedia
puskesmas pembantu yang dilengkapi
dengan alat — alat pemeriksaan penunjang
hanya saja pemenuhan obat — obatan yang
masih harus didistribusi oleh petugas.
Penelitian sebelumnya mendapati
persoalan dalam sarana pada kampung
terpencil yaitu aksesibilitas menuju lokasi
yang  membutuhkan  tenaga = serta
pembiayaan yang cukup besar(Ibrahim &
Sutrisno, 2023)

Responsifitas

Dalam teori Good governance prinsip
responsiveness  merupakan  kemampuan
pemerintah dalam merespon perubahan
yang terjadi didalam masyarakat dan dapat
mempertimbangkan kebutuhan
masyarakat sehingga selaras dengan
kebijakan yang berjalan(OECD, 2009).
Kebijakan GERMAS dalam
implementasinya tidak lepas dari kondisi
yang terjadi dalam masyarakat. Pada
penelitian ini didapati Adanya penyerapan
aspirasi ini  menunjukan  partisipasi
masyarakat dan rasa kritis terhadap
keberlangsungan  program, masuknya
keluhan dan saran saat sosialisasi akan
direspon oleh petugas lapangan dan
kemudian  disampaikan pada  dinas
kesehatan yang dapat dilihat isu
strategisnya kemudian. Adapun sejauh ini
belum ada keluhan yang diterima oleh
petugas, pemerintah kecamatan, hingga
pemerintah daerah mengenai
implementasi ~ kebijakan =~ GERMAS.
Penelitian terdahulu juga mendapati
penyerapan aspirasi akan dimulai dari
petugas lapangan yang berkoordinasi
dengan masyarakat dan mencari solusi
bersama, kemudian bilamana selesai atau
tidaknya diskusi akan tetap
didokumentasikan dan dilanjutkan hingga
pada pemegang kebijakan yang nantinya
dapat disampaikan dalam rapat forum
bersama(Firdaus & Ma’ruf, 2021).



Dalam implementasi Gerakan
masyarakat ~ hidup  sehat  respon
masyarakat menjadi suatu tolak ukur
keefektifan  kebijakan  yang  harus
diperhatikan oleh pemerintah. Dalam
implementasi GERMAS yang sudah
berjalan mendapati respon kooperatif dari
masyarakat Penelitian mendapati
responsifitas masyarakat saat
berpartisipasi pada kegiatan seperti senam
bersama, lomba senam, ataupun kegiatan
— kegiatan berkaitan dengan pencapaian
indikator Gerakan masyarakat schat,
hambatan merupakan hal yang selalu
muncul dalam proses pelaksanaan, dan
suatu hambatan tertentu dapat menjadi isu
strategis ~ yang akan  mendapatkan
perhatian dari pemerintah(Puluhulawa,
2013). Adanya perbedaan status sosial,
ckonomi, pendidikan sering  kali
menyebabkan  ketidaksamaan  setiap
individu dalam menilai atau
memprioritaskan  sesuatu.  Situasi  ini
menjadi salah satu isu dan tantangan yang
dihadapi Pemerintah Kutai barat dalam
upaya peningkatan kebijakan Gerakan
masyarakat hidup sehat.

Keschatan dan kebudayaan merupakan
elemen yang muncul ketika berbicara
mengenai  kegiatan ~ pemberdayaan
masyarakat. Peran pemerintah  dan
petugas kesehatan sangat penting dalam
menjalin kemitraan secara stimulan guna
memastikan  kelestarian budaya lokal
terjaga dan kesadaran akan pola hidup
sehat meningkat. Pemerintah Kutai barat
mengadopsi  pendekatan  penggunaan
bahasa daerah dalam sosialisasi GERMAS
sechingga tidak ada kesenjangan yang
dirasakan  oleh  masyarakat selama
pelaksanaan. sejalan dengan penelitian
sebelumnya  mendapati  pemberian
edukasi kesehatan dengan menggunakan
bahasa daerah dapat meningkatkan
kepatuhan dan pencegahan penyakit(Lolo
et al., 2022).

Konsensus

Adanya prinsip konsensus memastikan
pemerintah berperan sebagai regulator
yang komunikatif melalui Upaya teknis
musyawarah untuk mengatasi kendala
yang muncul dan menemukan solusinya.

Peneliti mendapati adanya keterlibatam
Dewan Perwakilan Rakyat dan sektor
swasta dalam implementasi Gerakan
masyarakat hidup sehat di kubati barat.
Keterlibatan dua sector ini terlihat dengan
diadakannya  pelaksanaan  indikator
aktivitas fisik dalam bentuk kegiatan
senam dan lomba senam sehat. Selain itu,
peneliti mendapati. adanya kolaborasi
antara pemerintah dan sektor swasta
dalam melaksanakan kegiatan indikator
GERMAS. Salah satu contohnya adalah
penyelenggaraan kegiatan senam bersama
dengan hadiah menarik yang
meningkatkan antusiasme masyarakat
Kutai barat. Selain itu, perusahaan —
perusahaan swasta juga memberikan
dukungan untuk GERMAS dengan
menyediakan sarana perlindungan diri
seperti hand sanitizier dan masker medis
guna mencegah penularan Covid-19. hal ini
menunjukan adanya dukungan pihak
eksternal dalam mencapai implementasi
yang efektif terutama yang tertuang dalam
Peraturan Bupati No 24 tahun 2018
tentang Gerakan masyarakat hidup sehat
(Bupati, 2018)

. Dalam konteks governance kesepakan
mengenai mekanisme kebijakan dibuat
bersama oleh pemerintah, masyarakat,
dan sektor swasta(Feisal, 2003). sistem
demokrasi yang dijalankan oleh anggota
dewan sebagai wadah perangkat daerah
pelaksana  GERMAS  memungkinkan
untuk menyampaikan saran atau keluhan
terkait kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan program dan kebutuhan
sumber daya langsung kepada anggota
dewan namun, hingga saat ini, belum ada
keluhan yang disampaikan oleh perangkat
daerah mengenai kebijakan GERMAS.
Pemerintah berperan sebagai katalisator
dengan memfasilitasi berbagai
kepentingan sehingga menjadi
kesepakatan bersama, dan sejauh suatu
program  diterapkan  sangat jarang
mendapati  keluhan dari  perangkat
pelaksana(Maranjaya, 2022)

Prinsip konsesus menjamin adanya
formulasi sanksi yang berupa teguran
terhadap perangkat daerah jika kebijakan
tidak berjalan sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Peneliti mendapati sejauh
berjalannya kebijakan Gerakan



masyarakat di Kutai barat belum terdapat
pelaporan khasus penyelewengan terkait
anggaran kegiatan Gerakan masyarakat
hidup sehat, ataupun penyalahgunaan
kekuasaan dalam proses pelaksanaannya.
Pemerintah ~ Kutai  barat  sendiri
menyatakan =~ memberlakukan  sanksi
terkait kebijakan Gerakan masyarakat
hidup sehat berupa sanksi pemanggilan
dan  administrative, dan  dapat
berkembang  menjadi  penyelidikan
menyeluruh oleh pihak yang berwenang
jika  ditemukan  adanya  tindakan
kecurangan lebih lanjut. Dengan adanya
sanksi  seperti denda administratif,
diharapkan petugas dapat memfokuskan
diri pada tugas dan kewajiban mereka
untuk mencapai tujuan implementasi

kebijakan GERMAS. Penelitian
sebelumnya menunjukan bahwa tata
kelola yang baik harus mencakup
mekanisme sanksi terhadap tindakan

kecurangan yang melibatkan dana publik

dan penerapan undang — undang
administratif(Widiowati & Pramutanto,
2021).

KESIMPULAN

Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat di Kabupaten Kutai Barat sudah berjalan
dari 2017 dan masih berproses hingga sekarang,
hambatan — hambatan Gerakan masyarakat
hidup sehat belum tersebarnya sumber daya
manusia yang merata, Partisipasi serta persepsi
masyarakat yang masih kurang optimal menjadi
tugas penting bagi stakeholders terkait, sarana dan
prasarana yang masih harus ditunjang lebih baik,
serta masyarakat harus memiliki kesadaran
untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas
sarana-prasarana yang disediakaan. Koordinasi
antar OPD perlu dioptimalkan, dukungan dan
peran aktif dari Bupati hingga pemegang
kebijakan dapat memberikan motivasi bagi para
pelaksana dan kelompok sasaran. Keterlibatan
seluruh komponen baik dari masyarakat hingga
pemerintah daerah perlu ditingkatkan demi
mencapal  tujuan  penyuksesan  kebijakan
Gerakan masyarakat hidup sehat.
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